SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

MASA TRANSISI PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DARI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/

Menimbang

Mengingat

UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TEKNIS KE
EADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 36
ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan -
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perilu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Masa Transisi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja Perangkat Daerah Teknis ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

A

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Repubiik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



























2. memantau dan melaporkan perkembangan penerapan PTSP
secara online di seluruh Kecamatan dan Kelurahan;

3. menyiapkan ruang perkantoran Kantor PTSP serta perlengkapannya;
dan

4. melaporkan kesiapan ruang perkantoran dan perlengkapan serta
penerapan PTSP secara online kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah dengan tembusan Biro Ortala. '

n. Camat:

1. melaksanakan penerapan PTSP secara online di Kecamatan;

2. memantau dan melaporkan perkembangan penerapan PTSP
secara online di Kecamatan kepada Walikota;

3. menyiapkan ruang perkantoran Satlak PTSP Kecamatan;

4. mempérsiapkan pelimpahan kewenangén pelayanan perizinan
dan non perizinan ke BPTSP;

5. mempersiapkan pelimpahan kewenangan pelayanan umum ke
BPTSP;

6. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sampai

- dengan batas tahapan pelimpahan kewenangan pelayanan
perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya selama ini; _

7. melaporkan-kesiapan ruang perkantoran dan perlengkapan serta
penerapan PTSP secara online kepada Walikota; dan

8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

o. Lurah:

1. melaksanakan penerapan PTSP secara online di Kelurahén;

2. memantau dan melaporkan perkembangan penerapan PTSP
secara online di Kelurahan kepada Camat;

3. menyiapkan ruang perkahtoran Satlak PTSP Kelurahan;

4. mempersiapkan pelimpahan kewenangan pelayanan perizihan :
dan non perizinan ke BPTSP;

5. mempersiapkan pelimpahan kewenangan pelayanan umum ke

- BPTSP;

6. melaksanakan pezlayanan perizinan dan non perizinan sampai
dengan batas tahapan pelimpahan kewenangan pelayanan
perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya selama ini;

7. melaporkan kesiapan ruang perkantoran dan perlengkapan serta
penerapan PTSP secara online kepada Camat; dan

8. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat.
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Pasal 4

Kurun waktu penyelesaian tugas-tugas masa transisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, yaitu :

a. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun-
2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
paling lama sampai dengan 31 Maret 2014;

b. Rekrutmen dan seleksi pejabat struktural dan pejabat fungsional
BPTSP sampai dengan 31 Maret 2014;

c. Rancang bangun, pembangunan dan .penyediaan sistem
teknologi informasi BPTSP paling lama sampai dengan 30 Mei
2014,

d. Ruang perkantoran dan perlengkapan BPTSP paling lama
sampai dengan 28 Februari 2014; '

e. Kop surat dan stempel BPTSP paling lama sampai dengan
28 Februari 2014; dan

f. Kode SKPD dan kode rekening paling lama sampai dengan
28 Februari 2014.

Tugas-tugas masa transisi_sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diselesaikan paling lambat sampai dengan 30 Juni 2014.
BAB Il
PENGALOKASIAN ANGGARAN
Pasal 5
Anggaran penyelénggaraan BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP.

Kecamatan dan Satlak PTSP Kelurahan selama masa transisi
melekat pada :

a. BPTSP dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
BPMP dan Sekretariat Daerah;

b. KPTSP dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota
Administrasi;

c. KPTSPK dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kabupaten Administrasi;

d. Satlak PTSP Kecamatan dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kecamatan; :

e. Satlak PTSP Kelurahan dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kelurahan.

Sekretaris Daerah, Kepala BPMP, Walikota, Bupati, Camat dan Lurah
wajib melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk
kebutuhan BPTSP, KPTSP, Satlak PTSP Kecamatan dan Satlak
PTSP Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62021

inan sesuai dengan aslinya
&) N SEKRETARIAT DAERAH
f %SUS. IBUKOTA JAKARTA,

X\




